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ABSTRACT

Nowadays, Oil Palm Plantations is a profitable industry for now. Many companies clean
the area to open palm oil business. However they open the oil palm plantation by burning even
though the government has prohibit land clearing by burn. The forest fire happened in Indonesia
is not only become the national disaster, but also become an international disaster because of its
smoke. The problems in this study are the surveillance of Environment and Forestry Ministry
towards clearing oil palm plantations as an effort to prevent forest deforestation and also the
obstacles and solutions of Environment and Forestry Ministry in controlling forest damage in the
context of land clearing in Indonesia. This research is using legal empirical research. The data
are obtained from some interview with respondents and sources information. The findings in this
study are when doing the surveillance of prevention, the Environment and Forestry Ministry is not
working by itself. It collaborates with other government agencies or non-government organization.
The ministry has done the prevention of fire forest and it has been increased year by year. The
conclusion of this research is the surveillance of Environment and Forestry Ministry has not
optimally implemented yet. The author suggests that the Environment and Forestry Ministry needs
to give the license holder strict sanction to companies who do not do their responsibility to make
the report of forest and land fire control. They also need to coordinate with Agrarian and Spatial
Planning Ministry in order to regulate the issuance of right in the forest area.

Keyword : Environment and Forestry Surveillance, Forest Fire, Forest Degradation Prevention
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai jumlah hutan yang cukup luas. Menurut Pasal 1 butir 1
Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa
hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam
hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat
dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. !

Hutan merupakan pendukung yang sangat penting bagi keseimbangan alam. Sudah
seharusnya hutan dijaga dan dipelihara oleh kita sebagai masyarakat. Hutan mempunyai
banyak fungsi, yaitu sebagai penampung karbondioksa (CO?), penampung air hujan agar
tidak banjir, juga penyedia Oksigen (O?) bagi makhluk hidup, terutama manusia dan
hewan.? Hutan juga menjadi habitat berbagai jenis hewan dan tumbuhan, sebagai
modulator arus hedrolika serta pelestarian tanah, dan sebagai salah satu aspek biosfer bumi
yang paling penting. Maka dari itu, manfaat hutan sangatlah penting bagi masa depan.

Sebelum tahun 2012, jumlah hutan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun

ke tahun. Dapat dikatakan bahwa laju kehilangan hutan di Indonesia semakin meningkat.

1 pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2 Salim, 2003, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, him. 3
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Menurut data yang didapat dari World Resources Institute, kehilangan tutupan hutan yang
tertinggi di Indonesia di tahun 2012 yaitu seluas 928.000 hektar (2,3 juta acre). 3

Banyak yang menjadi faktor penyebab terjadinya penurunan jumlah hutan di
Indonesia. Penurunan jumlah hutan tersebut dapat dikategorikan sebagai perusakan hutan.
Istilah perusakan hutan menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau
perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan
tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian
izin di dalam kawasan hutan yang elah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang
sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.*

Faktor-faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan dapat dijabarkan antara lain
sebagai berikut, yaitu musim kemarau yang berkepanjangan, letusan gunung berapi,
naiknya air permukaan laut dan tsunami, sistem cocok tanam perladangan yang berpindah,
usaha pertambangan di daerah hutan, transmigrasi, pembukaan lahan pertanian atau
perkebunan oleh masyarakat dan kebakaran hutan. °

Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya (Juli
2017), kebakaran hutan sering terjadi di daerah langganan kebakaran hutan, yaitu Riau,
Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan

Kalimantan Timur. Namun, ada pula daerah yang bukan merupakan daerah langganan,

3 Nurul Arifin, 2018, Bagaimana Hutan Indonesia sebagai Paru-paru Dunia di Masa Depan?, him 1,
https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/12/bagaimana-hutan-indonesia-sebagai-paru-paru-dunia-di-

masa-depan, diakses tanggal 19 September 2019
4 Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan

5 Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, him. 5

2
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namun menjadi wilayah baru yang berpotensi dalam hal kebakaran hutan, yaitu Nusa
Tenggara Timur, Aceh, dan Bangka Belitung. °

Penyebab kebakaran hutan ada dua hal, yang pertama disebabkan oleh kondisi alam
dan yang kedua ialah akibat ulah manusia. Penyebab kebakaran hutan yang diakibatkan
oleh alam ialah seperti musim kemarau yang panjang, petir yang menyambar, meletusnya
gunung berapi, dan kebakaran di dalam lapisan tanah gambut akibat kemarau
berkepanjangan. Sementara kebakaran hutan akibat ulah manusia adalah yang sering
terjadi dengan berbagai macam tujuan, bisa karena ingin membuka lahan perkebunan atau
membuka lahan pertanian. Kebakaran hutan susah dikontrol, karena itu yang awalnya ingin
membuka beberapa hektar saja malah menjadi berpuluh-puluh hektar, juga akan
menimbulkan kerugian dan korban. Kerugian tersebut dapat berupa materiil maupun
imateriil. Kebakaran hutan menjadi ancaman tersendiri secara lokal (bagi negara yang
bersangkutan) maupun secara global/umum.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo
mengatakan bahwa, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi disebabkan oleh manusia
dengan motif land clearing. Motif tersebut diterapkan karena lebih murah. Doni Monardo
juga mengatakan bahwa 80 persen lahan yang terbakar berubah menjadi lahan perkebunan.
Maka diusulkan untuk mengetatkan perolehan izin lingkungan yang kewenangannya
berada di tangan kepala daerah. Pimpinan daerah juga wajib melakukan pengawasan

dengan memberikan sanksi atau tindakan administratif bagi yang melanggar. ’

&  Mesha Mediani, 2017, Menteri LHK: Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170802165012-20-231976/menteri-lhk-kebakaran-hutan-akibat-
pembukaan-lahan, diakses 18 Oktober 2019

7 Deti Mega Purnamasari, 2019, BNPB: 80 Persen Lahan Terbakar Berubah Jadi Lahan Perkebunan,
https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/09532771/bnpb-80-persen-lahan-terbakar-berubah-jadi-lahan-
perkebunan, diakses pada 18 Oktober 2019
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Hutan merupakan sumber daya alam yang bila dikelola dengan baik dan benar akan
sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional khususnya pelestarian lingkungan. Namun
demikian, pengelolaan hutan sering diabaikan yang mengakibatkan terjadinya bencana dan
gangguan seperti kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor sehingga merusak lingkungan,
menurunkan produksi, dan menghambat pelestariannya.

Menurut Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap
ketaatan menanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.®

Berdasarkan Pasal 71 (1) Undang-Undang tersebut, Pemerintah berwenang untuk
melakukan pengawasan terhadap ketaatan menanggung jawab segala usaha dan/atau
kegiatan yang dilakukan masyarakat. Namun pada kenyataannya, masih banyak
perusahan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah membakar hutan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk
meneliti persoalan hukum dengan judul Pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Sebagai Upaya

Pencegahan Kerusakan Hutan.

8 pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut
1. Bagaimana pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap
pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit sebagai upaya pencegahan kerusakan
hutan?
2. Apa kendala pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam

mengendalikan kerusakan hutan dalam rangka pembukaan lahan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengawasan dan upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan terhadap pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.
2. Untuk mengetahui kendala pengawasan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan
Hidup dalam mengendalikan kerusakan hutan dalam rangka pembukaan lahan di

Indonesia.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu
pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya untuk mencegah kerusakan

hutan akibat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.



2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

a) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar pengawasan dalam
mengendalikan kerusakan hutan akibat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit
dapat lebih dioptimalkan lagi. Agar tidak hanya menguntungkan salah satu pihak
dan malah merugikan beberapa pihak lain.

b) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang akan, sedang, maupun sudah membuka
lahan untuk perkebunan mereka. Supaya para pihak mengetahui cara untuk
membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit agar tidak menimbulkan kerusakan

hutan akibat pembukaan lahan tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Upaya Pencegahan

Kerusakan Hutan” merupakan karya asli penulis bukan plagiasi dari skripsi yang ada.

Penulis mengambil contoh beberapa skripsi yang mempunyai permasalahan yang dianggap

mirip dengan penelitian yg dilakukan oleh:

1. Ronald Bonardo Gultom, NPM : 130511345, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta Tahun 2017 dengan judul penelitian “Pengawasan Pemerintahan terhadap
Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang”.

Adapun rumusan masalahnya ialah bagaimanakah upaya pemerintah dalam
mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka mencegah terjadinya

pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Siantang dan apa saja kendala



yang dihadapi pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam
rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Siantang.

Adapun hasil penelitiannya adalah upaya yang dilakukan antara lain, Dinas
Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siantang melakukan pembinaan dan pengawasan
kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit 1-2 kali dalam satu tahun, pembinaan dan
evaluasi kerja serta penilaian usaha perkebunan dan perusahaan lainnya, juga
melakukan pembangunan HCV (High Conservation Value) dan HCS (High Carbon
Stock) di dalam izin lokasi perkebunan kelapa sawit seperti PT. Mitra Nusa Sarana.
Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam melakukan upaya
perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang apabila terjadi konflik dengan masyarakat.
Perusahaan perkebunan kelapa sawit mendirikan instalasi pengolahan linbah hasil
pengolahan kelapa sawit sehingga nanti diharapkan pembuangan limbah perusahaan
tersebut tidak mencemari lingkungan. Dalam melakukan pengawasannya terdapat pula
berbagai kendala yaitu luasnya wilayah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang
juga memberikan kendala bagi pihak instansi dan masyarakat setempat untuk
melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan kelapa sawit, keterbatasan akses
jalan dan minimnya jumlah kendaraan operasional dari Dinas Lingkungan Hidup
sangat mempengaruhi Kkinerja pengawasan perkebunan kelapa sawit.keterbatasan
jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup menyebabkan adanya
hambatan dalam melakukan pengawasan secara rutin.

Kaisar Spiro Sidu Sengkey, NPM : 130511336, Fakultas Hukum Universitas Atma

Jaya Yogyakarta, Tahun 2018 dengan judul penelitian “Pengawasan Dinas Lingkungan



Hidup terhadap Kegiatan Usaha Laundry dalam Rangka Pengendalian Pencemaran di
Kota Makassar”.

Adapun rumusan masalahnya ialah Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan
Hidup terhadap kegiatan usaha laundry dalam rangka pengendalian pencemaran di
Kota Makassar.

Adapun hasil penelitiannya ialah peran yang dilakukan olen DLH dalam

pengawasan terhadap kegiatan usaha laundry dalam rangka pengendalian pencemaran
di Kota Makassar sudah berjalan, tetapi belum maksimal. DLH Kota Makassar telah
melakukan pengawasan terhadap limbah yang dihasilkan dari usaha laundry, tetapi
pengawasan yang dilakukan tidak maksimal, karena masih banyak usaha laundry yang
belum memiliki izin membuat DLH sulit melakukan pengawasan terkait proses
pengolahan limbah ataupun pembuangan limbah. Tidak maksimalnya pengawasan
DLH terhadap kegiatan usaha laundry dalam rangka pengendalian pencemaran di Kota
Makassar disebabkan oleh kendala yaitu ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran
pemilik usaha laundry akan pentingnya memiliki izin dan banyaknya usaha laundry di
Kota Makassar yang tidak memiliki izim, terutama usaha laundry berskala kecil,
sehingga DLH sulit melakukan pengawasan.
. Yulina Citra Lativolia, NPM : 1505111860, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, Tahun 2018 dengan judul penelitian “Peran Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah”.

Adapun rumusan masalahnya ialah bagaimana peran WALHI dalam penegakan

hukum lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah dan apa saja kendala dan solusi bagi



WALHI dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan di Provinsi Kalimantan
Tengah
Adapun hasil penelitiannya adalah peran WALHI Kalimantan Tengah dalam
pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat
ditinjau dalam dua aspek, yaitu:
a. Peran WALHI Kalimantan Tengah dalam Penegakan Hukum Lingkungan
pada umumnya
WALHI Kalimantan Tengah merupakan salah satu faktor masyarakat yang
berperan mendorong efektivitas penegakan hukum lingkungan di Kalimantan
Tengah. WALHI Kalimantan Tengah sebagai salah satu komponen dari
masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum lingkungan,
melalui kegiatan-kegiatannya, melakukan upaya-upaya penyadaran hak-hak
dan kewajiban-kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup, mengkritisi
kebijakan pemerintah dan pihak swasta, dan advokasi hukum lingkungan.
Kegiatan-kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong efektivitas
penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah. Kegiatan-kegiatan
tersebut antara lain; melakukan pemantauan/pengawasan terhadap kondisi
lingkungan dan pembangunan yang terjadi di Kalimantan Tengah; melakukan
riset dan kajian kondisi lingkungan (investigasi) untuk menemukan adanya
indikasi perusakan dan pencemaran lingkungan; melakukan kampanye
berkaitan dengan isu-isu lingkungan dan pengorganisasian rakyat;
memberikan pelatihan dan pendidikan paralegal serta pendidikan dan

pelatinan mengenai pengelolaan hukum lingkungan dan penegakan hukum



lingkungan kepada masyarakat Kalimantan Tengah; membangun lembaga

mitra pemerintah; serta melakukan advokasi hukum lingkungan.

b. Peran WALHI Kalimantan Tengah dalam Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup

WALHI Kalimantan Tengah melalui WALHI Nasional sebagai
organisasi lingkungan hidup, belum pernah menggunakan legal standing
dalam penyelesaian sengketa lingkungan yang ada di Kalimantan Tengah.
Berkitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan, WALHI Kalimantan
Tengah hanya pernah menginisiasikan dan memfasilitasi pengajuan
gugatan secara perdata melalui Citizen Lawsuit oleh masyarakat dalam
perkara kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 di Kalimantan Tengah.
Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ini, WALHI hanya

berperan sebagai inisiator atau ‘penggerak’ dari Para Pengggugat, dan
bukan sebagai pihak penggugat itu sendiri.apabila merujuk pada intensitas
atau jumlah perkara dalam penyelesaian sengketa lingkungan di Kalimantan
Tengah yang mengakomodasi perah WALHI Kalimantan Tengah dan
intensitas penggunaan legal standing WALHI oleh WALHI Kalimanta
Tengah, peran WALHI Kalimantan Tengah dapat dikatakan masih sangat
minim.
Dalam pelaksanaan perannya dalam penegakan hukum lingkungan di

Kalimantan Tengah, WALHI Kalimantan Tengah mengalami beberapa kendala

yang dijabarkan dalam berbagai faktor, antara lain, faktor hukumnya, faktor

penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, serta faktor masyarakat dan
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kebudayaan. Kendala-kendala ini sangat berpengaruh pada peran WALHI

untuk mendukung peningkatan efektivitas penegakan hukum lingkungan di

Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa upaya yang telah dilakukan WALHI

Kalimantan Tengah sebagai solusi untuk mengatasi berbagai kendala di atas,

antara lain adalah dengan pengajuan gugatan Citizen Lawsuit, keterlibatan

dalam penyusunan berbagai kebijakan, pemberian masukan dalam

pembentukan Rancangan Undang-Undang, mengupayakan perolehan

dukungan operasional dan finansial dari berbagai pihak, membentuk organisasi

rakyat, mengadakan kampanye-kampanye lingkungan, dan memberikan
pendidikan lingkungan serta pendidikan hukum kritis bagi masyarakat.

Penelitian penulis berbeda dengan ketiga tulisan tersebut di atas dalam hal fokus

penelitiannya. Tulisan pertama dan kedua sama-sama meneliti mengenai pengawasan yang

dilakukan pemerintah. Namun fokusnya berbeda, tulisan pertama lebih merujuk kepada

objek kelapa sawit di Kabupaten Sintang, sedangkan tulisan kedua objeknya usaha laundry

di Kota Makassar. Lalu tulisan ketiga merujuk kepada lembaga swadaya masyarakat dan

difokuskan kepada penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah. Sedangkan

rencana penelitian penulis lebih difokuskan kepada pengawasan pemerintah yaitu

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembukaan lahan perkebunan

kelapa sawit sebagai upaya pencegahan kerusakan hutan.

F. Batasan Konsep
1. Pengawasan kehutanan ialah pengawasan yang dilakukan untuk mencermati,

menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya tercapai
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secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan/atau
penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. °
2. Wewenang dari pejabat Pengawas Lingkungan hidup adalah sebagai berikut: °

melakukan pemantauan;

meminta keterangan;

membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
memasuki tempat tertentu;

memotret;

membuat rekaman audio visual;

mengambil sampel;

memeriksa peralatan;

memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau

menghentikan pelanggaran tertentu.

—mSemooooTe

3. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik
yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya
seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami
maupun akibat pengaruh manusia. 1!

4. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya
manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan
pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.?

5. Pembukaan lahan ialah tahap pertama dalam persiapan lahan pembudidayaan
perkebunan. Pembukaan lahan perkebunan adalah kegiatan atau pekerjaan
membersihkan lahan dari vegetasi lainnya, baik berupa pepohonan, belukar, maupun

rerumputan agar siap diolah untuk persiapan penanaman kelapa sawit.*3

9 Pasal 59 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

10 pasal 74 (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

11 pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

12 pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

13 purwanto, 2016, Tips Sukses Usaha dan Berkebun Sawit. Yogyakarta: Forest Publishing, him. 23
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6. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan
pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang
bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang
telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh
Pemerintah. 4

7. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk
menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.

8. Kelapa Sawit adalah komoditas perkebunan unggulan dan utama Indonesia, yang
produk utamanya terdiri dari minyak sawit dan minyak ini sawit ini memiliki nilai
ekonomis tinggi dan menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang terbesar

dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya. 16

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial.
Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer
yang didukung dengan data sekunder.

Dalam penelitian yang akan saya teliti adalah mengenai pengawasan dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit
dalam rangka pencegahan kerusakan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan pencegahan, pengendalian,

dan pemulihan. Di dalam penelitian yang akan saya teliti ini, saya akan menjabarkan

14 pasal 1 butir 3 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

15 pasal 1 butir 7 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

16 Yan Fauzi, dkk., 2012, Kelapa Sawit: Budi Daya, Pemanfaatan Hasil dan Limbah, Analisis Usaha dan
Pemasaran, Penebar Swadaya, Depok, him. 3
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mengenai pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan
pencegahan terhadap kerusakan hutan akibat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.
1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data yg diperoleh langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data

utama).

b. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai

berikut:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki daya mengikat bagi
subjek hukum. Bahan hukum yang akan penulis gunakan berupa peraturan
perundang-undangan sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

¢) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan

f) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Ekosistem Gambut
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h) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan
1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Perizinan
Usaha Perkebunan
j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun
2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
k) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan
dan/atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Bakar
I) Peraturan Direktur Jenderal PP1 Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
2) Bahan Hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya
mengikat bagi subjek hukum seperti pendapat hukum yang diperoleh dari buku,
jurnal, hasil penelitian, dan kamus.
. Cara Pengumpulan Data
a. Untuk melakukan data primer dilakukan dengan wawancara.
b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan
mempelajari peraturan perundang-undangan, artikel, buku, dan jurnal.
Responden
Responden ialah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti terkait
dengan masalah hukum yang diteliti. Respondennya ialah:
a. Ir. Dadang Suganda, M.Si, Kasubdit PPH Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara,

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal Penegakan

15



Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
b. Wing Prasetyo Ardi, S.E., Bidang Dukungan Kaji Cepat dan Perencanaan Operasi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
4. Narasumber ialah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya
memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh
dari responden. Narasumbernya ialah Zenzi Suhadi, Kepala Deputi Advokasi, Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Nasional)
5. Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang
menghasilkan data deskriptif analisis, yakni menganalisis, meneliti, dan mempelajari
secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini
dipakai metodologi berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal
yang Kkhusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan

(pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.’

7 Bambang Sugono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, him. 10
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BAB I
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab
sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa pembukaan lahan yang dilakukan dengan
pembakaran lahan dan hutan merupakan contoh dari kerusakan hutan dan bukan termasuk
pencemaran lingkungan hidup. Sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah
disebutkan sebelumnya, pembukaan lahan yang terjadi merupakan adanya perubahan
langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan
hidup dan telah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pengawasan KLHK terhadap pembukaan lahan sebagai upaya pencegahan
kerusakan hutan sudah dilakukan meskipun belum maksimal. Kementerian LHK sudah
melakukan sosialisasi dan kampanye untuk memberitahukan pencegahan Karhutla,
melakukan pembentukan dan pelatihan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
(Dalkarhutla) di tingkat tapak dan pemegang konsensi, melakukan patroli rutin dan terpadu
dalam pengendalian Karhutla, serta melakukan deteksi dini melalui data hotspot,
sedangkan kegiatan yang belum maksimal dalam rangka pengawasan adalah bahwa para
perusahaan pemegang izin belum melakukan kewajiban yaitu memberikan laporan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan olen KLHK disebabkan oleh
adanya kendala yang berupa penerbitan-penerbitan alas hak tanah di dalam kawasan hutan

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan kurang tegasnya sanksi terhadap perusahaan
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pemegang izin yang tidak membuat laporan pengendalian Karhutla, sehingga

menyebabkan banyak perusahaan pemegang izin kehutanan mangkir dari tanggungjawab.

. SARAN

Berdasarkan simpulan yang disebutkan di atas, penulis memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu berkoordinasi dengan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam menertibkan penerbitan alas hak
yang berada di dalam kawasan hutan.

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu memberikan sanksi yang tegas
kepada perusahaan pemegang izin kehutanan yang tidak menjalankan kewajiban
membuat laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, misalnya seperti

pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
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